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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kw.20.2/3/PP.03 2/83H/2015

TENTAN(:
PENETAPAN 1JIN OPERASIONAL

PENDIRIAN MADRASAH ALTYAH AL HIKMAH LAMBALEDA

10,

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

hahwa dalam rangks meningkatkan akses pendidikan madrsah vanyg bevrmoes,
perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat mejalui organisast berbadan hukom
untuk menyelenggarakan madrasah seaai denpa standar nasionsi pendidikan;

bahwa madrasah yapg tercantumn dif bawsh ind (lglah memenubi persyaratan
adtriinisiratif, teknig, dan kelayakan vanyg telah ditctapkan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huref a dan b di atas,
perfu menetapkan Keputusan Mentori Agama Republik Indonesia tentang Pemberian
Tjin Operasional Pendinan Madrasah Abyal: Al Hikmah Lamba Leda.

. Undang-Lindang Republik Tndonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisum Pendidikan

Masional: (Lembaran Negara Republik Indonesialahun 2063 Nomer 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahuo 2005 tentung Guru dan Dose: (Lembaran

Negara Republik donesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standiar Nasional Pendidikan

{Lembaran Negara Repablik Tndonesia Talun 2005 Nomor 41, Tunbahan Lembaran
Negara Republik Tndongsia Neomor 4496) sebagaimana telah diubgh dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubaban arae Peraturan Pemerintah
Momar 19 Tahun 2005 tentsng Standar Masional Pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tehun 2003 Namer 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54 1),

. Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar

{Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahat |Lembaran
MNegara Republik Tndonesia Nomar 4863);

. Feraturan Pemerimntazh Nomor 48 Tahan 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

(Lemberan MNegara Republik Indonesia 'Labin 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4864),

Peratnran Pemerinteh Nomer 74 Tahun 2008 tentimg Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tammbahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4941

Peraturan  Pemerintah Nomeor 17 Taehun 2000  tentang  Pengelolaum  dan
Penvelenpgaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130)
sebagaimang telah diubah dengan Peraturan Perncrintah Nomor 86 Tatum 2010 temtang
Perubshan Atas Peraturan Pemnerintzh Nomar 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indomesia Tghun 2010
MNomor 112, Tambahan Lambargn Negara Republik Indemesia Nomor 5157}

. Poraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Talmn 2007 tentang Slandar Sarana

dan Prasarana Umnivk Sekolsh Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Selkolah Wenenpah
Porturni/Madraszh Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Ains Madrasah Alryah;

. Peraturan Menteri Fendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 20M0 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidiken di Kabupaten/Kote sebapaimana telah diubah menjadi
Peratgran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 ieatang
Perubahian atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Peisdidikan di KabupatewKeta, ©

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan
dan Standar Isi Pendidikan Agana Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
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11, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penpawas Madragah dan

Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonasia
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentori Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pendidikan

Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

]. Nota Dinas Pertimbangan dani Kepala Bidang Pendidikan  Islam
Nomor - KW .20.3/1/PP.03.2/7685/2015 Tanggal 12 November 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai
Nomor : Fd 20.13/3/PP.00,11/3%a/2015 Tanggal 12 Januari 2013,

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMBERIAN 1IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAI
AL HIKMAI LAMBALEDA

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana
torcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

+ Setelah jangka waktu 4 (empar) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a, Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian
Agama yang memmuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kusikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan  pelaksanaan
pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Dikium Kedua huruf a

dinilat memenuhi standar pelayan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua hurut b mendapat peringkat minimal C,
maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a

dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum kedua hurnf b tidak mendapat pennghal
minimial C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

» Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Kupang
Pada tanggal 30 Oktober 2015

AN, MENTERI AGAMA RI

“ S KEPALA KANTOR WILAY AH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINS
NLSA TENG TIMUR

TSARMAN MABSELDJUS/
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/ LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kw.20.2/3/PP.03.2/8390/2015

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL
PENDIRTAN MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH LAMBALEDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN I1ZIN OPERASIONAL

1| MNama Madrasah Madrasah Aliyvah Al Hikmah Lambaleda
2 N{}ﬂ-'lﬂf Statistik Madrasah | 131253190004
30 | Alsvec Sadim Jalan Lintas Utara Flores
Kelurahan Satar Kampas
! Kecamatan Lambaleda
| Kabupaten Manggarai Tu:uur ~
Provinsi Nusa Tenggara Timur
-._-1 Nama Organisasi Penyelenggara Y ayasan Pendidikan Islam Al Hikmah
5 | Akte Motaris Organisast Penyelenggara 47 Tahun 2005

PeRgemiaEn Skie Notess 151/2004/PN RUT
Organisasi Penyelenggara

AN. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENG TIMUR

SARMAN EIARSEL]N[TSJ‘
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